BUPAT!I BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang: bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
- Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




7.

Undang-Und’ang; }No'mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

‘ Republlk Indonesia Nomor 442 1);

it Undang—Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan v

- Keuangan Antara’ Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

' (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2004 Nomor 126,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan: Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia

~ Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

, "Indones1a Nomor 5049);
10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan

 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan - Lembaran  Republik Indonesia
Nomor - 5587) ' sebagaimana telah diubah ' terakhir dengan

; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

11.
: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

12.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Repubhk Indonesm

‘Nomor S679);

Peraturan Pemerlntah Nomor .23 Tahun 2005 tentang

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

‘Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

~Nomor 137, Tambahan Lembaran Republlk Indonesm Nomor,"
‘.‘4575L e ~

13.

Peratur;cm Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

) ‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

14.

)Repubhk Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 . tentang‘

- Pengelolaan - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

j ~Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Negara Repubhk ‘
" Indonesia ‘Nomor 4578); ’

15.

16.

17.

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan ‘Standar = Pelayanan Minimal
- (Lembaran ‘Negara Republik Indone31a Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara: Repubhk Indonesm Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman .

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah - Kabupaten Bengkalis (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4593), . :

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

_ rNegara Repubhk Indonesia Nomor 4614);




Menetapkan 1

18

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah - dengan Peraturan . Menteri ‘Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam  Negeri = Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

19.

Pengelolaan Keuangan Daerah :
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009

’tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran i
‘Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03),

‘ fsébagaim'ana' telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten ‘Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009

20,

21.

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran'

Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2015 Nomor 03);.

Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor 37 Tahun 2008 tentang .
Kebijakan ‘Akuntansi (Benta Daerah Kabupaten Bengkahs
Tahun 2008 Nomor 37), o : ; ; :

Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis

~ Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bengka.hs

Tahun 20 14 Nomor 28),
‘ ' MEMUTUSKAN

‘PERATURAN ‘ BUPATI BENGKALIS TENTANG PENJABARAN ‘
- PERTANGGUN GJAWABAN ~  PELAKSANAAN ANGGARAN
‘ .PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 14

Pasal 1

‘ Laporan Reahsa81 Anggaran Tahun Anggaran 2014 terd1r1 atas :
I ‘ o

Pendapatan S L : L L 7 : :
_a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.  253. 347. 320.754, 124
~b. Dana Perimbangan ~  Rp. 3 724.565.320.385,76
c. La.ln-lam Pendapatan yang sah B Rp. ___ 7.116.600.000 .00

Jumlah Pendapatan S Rp :3.'985.029.241.140,007 |

BelanJa Con o v | '

a. BelanJa T1dak Langsung 7 . ;
1) Belan_]aPegawaJ . Rp. -  931.945.538.194,00

. 2) Belan_]gBunga“ -  o | Rp ! 0,00
. 3) BelanjaSubsidi  Rp. = 11.426.172.236,00
 4) BelanjaHibah -~ Rp.  103.059.904.800,00
~ 5) Belanja Bantuan 8031a1 Rp.  4.898.400.000,00

- 6) Belanja Bagi Hasil -~ Rp. S 10,00
E 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 389 726. 417.279,00

8)» Belanja‘Tldak Terduga Rp ' A o 0,00




b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 139.649.322.022,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 647.618.789.878,00
3) Belanja Modal Rp. 1.316.317.485.146,65
Jumlah Belanja Rp. 3.544.642.029.555,65
Surplus/(Defisit) Rp. 440.387.211.584,35
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 831.162.168.089,62
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 826.162.168.089,62

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun herkenaan Rp. 1.266.549.379.673,97

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,
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H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H.

ANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 42




